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ABSTRAK

(A)Nama : Michael Adrian (NIM: 205170140)
(B) Judul Skripsi  : Formulasi Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang Informasi

Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Perbuatan
Menyebarkan Informasi Yang Berakibat Menimbulkan
Penghinaan Atau Rasa Kebencian

(C) Halaman : 71 halaman 2021
(D) Kata kunci : Penghinaan, ujaran kebencian, pedoman penanganan,

(E) Isi

pedoman ketentuan pidana

Kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya harus mengikuti norma agama,
norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam kehidupan
sosial khususnya dimana interaksi antara manusia dan mengutarakan pendapat
merupakan hak setiap orang yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Namun
dalam perkembangannya, hak berbicara dan berekspresi juga perlu dibatasi
demi melindungi hak orang lain atas kehormatannya dan melindungi ketertiban
umum dari hasutan-hasutan. Aturan tentang delik penghinaan maupun ujaran
kebencian telah diatur di KUHP secara umum dan UU ITE secara khusus. Pasal
27 ayat (3) dan 28 ayat (2) memiliki rumusan ketentuan pidana yang sangat luas
sehingga rentan terjadinya multi tafsir oleh penegak hukum maupun
masyarakat. Belum ada pedoman yang mumpuni terhadap pasal-pasal multi
tafsir dalam UU ITE. Melalui penelitian normatif dan hasil data penelitian
hingga mewawancarai para ahli dalam bidang UU ITE, ditemukan bahwa
pedoman-pedoman yang memedomani pasal “karet” dalam UU ITE masih
dinilai terlalu lemah kedudukannya untuk bisa merevisi suatu norma yang
tertuang dalam Undang-Undang. SKB sebagai contoh menjadi produk hukum
pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan pasal “karet” dalam UU ITE.
Namun kedudukannya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan
diragukan dapat menunjang kekurangan yang terdapat dalam UU ITE.
Pemerintah serta DPR harus secepatnya merevisi UU ITE agar kepastian hukum
di Indonesia khususnya terkait delik penghinaan dan ujaran kebencian bisa
pulih.

(F) Acuan : 34RP (1945 — 2021),
(G)Pembimbing  : R. Rahaditya, S.H., M.H.
(H) Penulis : Michael Adrian
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